
2. Undang-Undang Nonor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Re ribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 13C, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia .Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Ncrnor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara ::~epublik Indonesia Tahun 2099 Nomor 44 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara .Iarr.inan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :!011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupa en Buton T,: ngah di Propinsi Sulawesi Tenggara; 

6. Undang-Undang Nomor 23 "ahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2014 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pembagian Jasa 
Pelayanan Badan P1: nyeleng.gara Jaminan Sosial (BPJS). 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nas.onal iLembaran Negara Republik Indonesia 
T· hun 2004 Nomor 150, Tambahan Llembaran Negara 
Repu bli k Indonesia 'fomo r 4 456); 

Mengingat 

a. bahwa untuk mrningkatkan mutu profesionalisme dan 
menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masy arakat, maka pegawai berhak 
mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan 
fungsinya; 

Menimbang 

PERATURAN Bt':PATI BVTON TENGAH 
NOMOR 3{; .Q TAHUN 2020 

TJ,NTANG 

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELANGGARA JAMINAN 
SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKI1' UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON 

TENGAH TAHUN 2020 

DENGA RAHMAT 2"UHAN J!ANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON TI~NGAH, 

BUPATI BUTON 1~ENGAH 
P OVINSI SULAWESI TENGGARA 



1. Daerah adalah Kabupaten Buon Teugah. 
2. Pemerintah Daera h adalah B.tpati dai Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan l.iaerah. 
3. Bupati adalah Buiati Buton T1: ngah. 
4. Sekretaris Laerah adalah Sekretaris Caerah Kabupaten Buton Tengah. 
5. Rumah Sakit Urrum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah. 
6. Manajemen, Pejal at Strukturil ad ala.h Kepala RSUD dan Kepala Sub 

Bagian /SeLsiser a staff dibavahnya pada Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Kah rpate 1 Bu ton Tenjah; 

7. Medis adalah cokter spesi.alis, dokter umum, dokter gigi yang 
merupakan pegavai yang di perkeriankan merawat atau melakukan 
tindakan rriedis ii Rumah ::)akit Urnum Daerah (RSUD) Kabupaten 
Buton Tengah baik defenitif maupu n kontrak./honorer: 

8. Dokter spesi alis mayor adalal dokter .spesialis yang terdiri dari 4 (empat) 
besar doktei spesialis penyak t yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis 

Dalam Peraturan Dae rah ini yang dimaksud dengan: 

BAE I 
KETlt :NTU P.~Nl JMUM 

Menetapkan: PERA fURAN BL-PATI TENTANG PEMBAGIAN JASA 
PELA!ANAN BAD.\N FENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
!BPJS) DIRUMAI- SA:(11' UMUM DAERAH KABUPATEN 
BUTCN TENGAH :·AHU:~ ::020. 

ME:M~!JTUSKJ~N: 

9. Keputusan Mener i Kesehatan Nomor 
903./I\IENKES/PEl;'./V/~:OJ 1 tentang Pedoman Pelaksanaan 
F'rogra 'n Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Fepub.ik Indonesia. Tahun '.2011 Nomor 336). 

Nomor 244, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
denga 1 Undang-L'ndar.g Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubnhan Kedua 1\tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerirrt-han Daerah (Lembaran Negara Republik 
l ndonosia Tahun :!DIS Nor ior 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. I'eraturan Presider: Nom01· 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
1 .esehatan (Lembaran Ivegara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29) sebagair iana telah diubah dengan Peraturan Nomor 
~->9) S( bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nornor 19 Tahu. 20:~6 tentang Perubahan Kedua atas 
I'eratu an Preside.': Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
F.eseht.tan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 42); 

8. F'eratu "'an Menteri Kesehaian Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Fedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(:-3erita Negara Republik lnconesia Tahun 2014 Nomor 874); 



Maksud dan tu. uan 1 ienetapan prmbagia 1. basil penerimaan jasa pelayanan 
untuk meningl atkai mutu prof csionalinme dan menjamin keadilan bagi 
pegawai dalam nem1::erikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam 
rangka mewujudkan Jenyelengga:·aan rugas dan fungsi RSUD. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSt'D DAN fUJUAN 

kebidanan obgyn), spesialis l.edah dan spesialis anak; 
9. Dokter residen sdalah dokter urnurr dan dokter gigi yang melanjutkan 

pendidikan seba.tai dokter spesiali s can dokter gigi spesialis; 
10. Para Medis ada ah Perawa: dan Bidan yang memberikan pelayanan 

kesehatan secai a langsung di ~ urnah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Kabupaten Buton Tengah baic defenitif maupun kontrakjhonorer 

11. Penunjang Keseuatan adalai ans.lis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, 
Gizi, rekarr Med .s dan Kasi: yang; memberikan pelayanan secara tidak 
langsung ci Ru nah Sakit Umurn Daerah (RSUD) Kabupaten Buton 
Tengah bai.c defenitif mauput: korr.raky honorer; 

12. Staf admiristras.i adalah tr.naga administrasi yang meliputi tenaga 
tatausaha, staf J .euangan yn ng mernberikan pelayanan administrasi di 
Rumah Sa kit Unum Daers. ·1 (R~\UD) Kabupaten Bu ton Tengah baik 
defenitif me upun kontraky hctorer: 

13. Penunjang lainn va adalah tcnaga yang memberikan pelayanan secara 
tidak langs.ing g ma berjalar.nya proses pelayanan; 

14. Jasa Medis adalah pendaoatar. individu yang dihasilkan akibat 
pelayanan ~enag l medis dar bersifat individu, meliputi dokter umum, 
dokter spes ialis can dokter gigi; 

15. Jasa Para Mee is pendap.tan yang dihasilkan akibat pelayanan 
1 ................... a .... ~ ..... +- ..... -, • 
.t\.C _lJCl. W d.Ld.1 1, 

16. Jasa pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah 
sakit yang rerdir dari jasa m.anajernen, jasamedis, jasa para medis jasa 
penunjang kesehatan, jasa t.maga non kesehatan, dan jasa penunjang 
lainnya; 

17. Badan penyelen ggara .Jamiran So sial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS l.esehatan ar.alah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggaraka n program J .iminan Kesehatan. 

18. Tarif Indoru -sian- --::ase Based Groupe yang selanjutnya disebut tarif INA­ 
CBG's adalah be.iaran pemb.: yaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 
Fasilitas f eseh: .tan Tingke.t Lanj .itan atas paket layanan yang 
didasarkan kepacta pengelompokkan diagnosis penyakit. 



Jasa Pelayanan .libag. sebagai be: .kut ; 
a. Manajemen 20% (dua puluh tiga per seratus) dari 56°/o (lima puluh 

enam per se atus: dari jasa pt· ayanu: 
b. Pelayanan r iedis 35%(tiga pt ]uh lirua per seratus) dari 56 o/o (lima 

puluh enam perse ~atus) dari j.sa pe lazanan . 
c. Paramedis 4 S0/o (e npat puluh · ima per seratus) dari jasa pelayanan. 

Pasal 5 

BABV 
DI ·iTRU ursr PEMA!l'rAA1AN JASA PELAYANAN 

BAB £V 
PRC iPOR U PENGGUJ,1AAN· KLAilvl PELAYANAN 

Pasal 4 

Proporsi besaran klaim pelayanan t(: · 'bagi , :1.t.a s: 

a. 56~/o (lima P' iluh -narn per se ·atus: ~:igunakan untuk jasa medis/ jasa 
pelayanan a1 as P' layanan yai g dilakukan di RSUD Kabupaten Buton 
Tengah. 

b. 44o/o (empat pulu 1 empat pt sernt: s) digunakan untuk jasa sarana 
pelayanan ~ eseh. tan tingkai Ian. u ran di RSUD Kabupaten Buton 
Tengah. 

(1) Penerimaan atas jasa layan: n ke se natan masyarakat yang dananya 
bersumber < ari h. isil klaim kt· iada B;?dan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yang ditei .ma merups. can s uriber Pendapatan Asli Daerah dari 
Retribusi Ja ,a Ur. .um yaitu R: tribu si ::>elayanan Kesehatan. 

(2) Pelaksanaar keg atan Pelays.nan fr·:;ehatan Tingkat Lanjutan /BPJS 
RSUD Kat upate n Bu ton Tengr.h dianggarkan dalarn Anggaran 
Pendapatan .lan r -elanja Daer; .h ka ::n: paten Bu ton Tengah dengan nama 
kegiatan Pel iyana n Kesehatan Tingka Lanjutan /BPJS RSUD. 

Pasa.l ~i 

BAB IU 
SUMBI!R 

P .CNERIMAAJI.JASA P ~LAYANAN 



Pa.sal 5 

J asa Pelayana ;1 di b igi se bagai 1: eriku t : 
a. Manajeme: 1 20° :> (dua pulu 1 tiga per seratus) dari 56% (lima puluh 

enam per ..erati s] darijasa i.elaysnrn. 
b. Pelayanan Med s 35%(tiga ouluh Hrna per seratus) dari 56 % (lima 

puluh ena: n per seratus] dari jasa pe ayanan . 
c. Paramedis 45% empat pulur. lime. p er seratus) dari jasa pelayanan. 

BAB if 
J >ISTF IBUSI PEM.!1NFAJlT,\N JASA PELAYANAN 

BAB IV' 
Pl<OPORSI PENGGL'NAA:i ]CLAiiYI PELAYANA.l;" 

Pasal 4 

Proporsi besars !1 klai n pelayanan .erbar ~ 2 tas: 

a. 56<?/o (lima .iulul enam per .eratus: digunakan untuk jasa medis/ jasa 
pelayanan atas oelayanan y.ang dilakukan di RSUD Kabupaten Buton 
Tengah. 

b. 44% (emps t pu uh em pat : er sera tus] digunakan untuk jasa sarana 
pelayanan kese iatan tingl..rt Ian .itan di RSUD Kabupaten Buton 
Tengah. 

( l} Penerimaa l ats s jasa lays ·tan ke:; ehatan masyarakat yang dananya 
bersumbei dari .iaeil klairn '- epad.i '.~;adan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yar g dit .rima meruj: akan s umber Pendapatan Asli Daerah dari 
Retribusi 1.. asa t mum yaitu !·~etribusi Pelayanan Kesehatan. 

(2) Pelaksana, .n kt giatan Pela, anan l~ esehatan Tingkat Lanjutan /BPJS 
RSUD Krbupaen Buton Ten~H.1 dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapata 1 dar Belanja Da.rah karupaten Buton Tengah dengan nama 
kegiatan P -Iayaian Kesehat: n Ti-igkat Lanjutan /BPJS RSUD. 

Pasal 3 

B~J3 HI 
SUMHER 

.>ENERIMA.1,.IJASA PELAYANAN 



TAHUN 2020 NOMOR 

LEMBARAN DAERAH KA UPATEN BUTON TICNGAH 

TINUS BUKIDE 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal /L.J A Jc.t,Stu-$ ;J.oJ.o 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal /2 ~L£,$lu-S 7-()J-o 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Agar setiap orang rr.engetahuinyn, merne rintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatar.nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tengah 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pas.al 6 

BAB "Tl 
KETl:ltTU.A.N PENUTUP 


